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RAHASIA MENGERIKAN
DI BALIK

KRISIS PERUBAHAN
IKLIM DI TANJUNG MAS!

"APAKAH KITA TERLAMBAT?.”
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M'enﬁruf"’éunc:rto salah seorang sejqrdwan ’\/ang dikutip dari
fllm dolcumenter ‘tenggelam dalangrdiam®. Rob merupokqn
“hal. yang sudah biasa, itu adalah proses kenaikan air ke -
daratan. Namun pada saat |tu rdwo yang dlgunokcm untuk
tempat rob dijadikan sebuah pemuklmandengan :
pembabatan di antarg dardtdn yang lcyek hum dan |ohan
'rowo AN | 5
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Ancomgpwyang dlhodapt 5oquon pesnsu dﬂ(oto Seqwrong !
yaitu banjir dan rob; @brasi, dam erosi. Hat tersebut senodq
dengon pemaparan yang dllakykan Bappeda Kotcl Semqrang
daldm Lokakarya Nosmnal (2012) Menurut BAPPEDA melalti-
perwokllcmnya Bapak Pumomo mengungkopkdn bahwa
ancaman perubqhon |I<I|m ls)olgl vwlayc:h pesisir. ycutu banjir
dan rob, abrasi, dan erosn Ahcomqh tersebut dapat:
memberikan glamqu pqdd kerusqun bcmguncm naiknya
sc:llmtons tercemarnya sumber air bersn(\ (sumur orteS|s)
kerusokan mfrostruktur kota,/
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Karena adanya penurunan tanah dan naiknya permukaan
laut maka lama kelamaan kondisi permukaan tanah di
semarang bagian utara tepatnya di tanjung mas akan
tenggelam. Dalam Penelitian Heri Andreas seorang surveyor
dari Institut Teknologi Bandung permasalahan banijir rob
adalah tanah yang semakin hari semakin menurun. Bukan air

laut yang semakin meningkat tetapi tanah di sepanjang
pantai Semarang rata-rata tenggelam 10 cm per tahun
bahkan ada yang sampai 20 cm per tahun. bahwasanya
penurunan muka tanah merupakan faktor lain yang
menyebabkan Semarang Utara sangat menderita akibat
banjir rob dan terancam tenggelam.




Dinas Pekerjaoam Umum Kota Semarang, total pengambilan
air tanah di Kota Semarang, terukur rata-rata 60 juta
m3/tahun atau ekuivalen 1,9 m3/detik. Hal ini menjadi salah
satu penyebab terjadinya penurunan tanah.

Semarang memiliki wilayah pesisir di bagian utara jelas
sangat terkena dampak kenaikan muka laut tersebut. Adanya

kenaikan muka laut tersebut juga diperparah dengan
terjadinya penurunan muka tanah di Semarang, sehingga
dalam kurun waktu +25 tahun terakhir, kawasan pesisir
Semarang acapkali terjadi banijir rob saat air laut pasang
akibat dari naiknya muka air laut tersebut yang menggenangi
daerah-daerah yang lebih rendah dari muka air laut saat
pasang tertinggi (high water level).

KEBIJAKAN YANG TELAH DITERAPKAN ‘

' Andlisié Bentuk Adaptasi Berdasarkan Iéorokteristik Wilayah
dcm Aktlwtcns Adaptasi terhadap banjlr dqn rob merupakan
‘ SUOtu sl‘rc:teg| penyesuaian dm yang dilakukan dan - :
dlgunchm masyarakat selcmon hldupnyc poda perubghcm e
perubahan lingkungan dan sosml akibat bonpr dan rob yang
terjadi:di suatu daerah. fertentu Begitu pula masyarakat di

Kelurahan Tanjung qu tela bemdcthSI dengan banjir dan

~ rob yang terjadi dldaeraht rsebut; Adapumbentuk adaptasi

yang dilakukan mdsyarakot Kelurohom Tan;upg Mas..,
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Secora umum tidak ada perbgdc:on bentuk odaptom ycmg
dlleUkCln mosyqrakdt batk dcn) mata- pencqhquan mqupun
: kowdkterlstlk wilayah. Parbedacm bentu,k adaptasi yang
dllokukon hanya terletak olelole pembudldqyaan dan
penanaman mqngrowe Agaptqsl tersebut dilakukan
masyarakat yﬁng bertempat nnggal berbatqson Icmgsung
dengan Laut Jawq (RW 14~ 16) yangmasyrokqtnya bermata
pencqharlon sebugcn nelqyon
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KEBIJAKAN

Setiap warga negara berhak otas llngkungan hndup ycmg
baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat’l Undem,g—-
Undomg Dasar Negard Repub.h@ndones:o Aklbetnya negc:rc:,__"
dan dalam situasi ini; khus(usﬁy? pemerintah, horus e
berport|3|pos| aktif dalam menegakkqn hak-hak rokyotnya
dengcm menetc:pkom berbqgcu kebljokon lingkungan. Pada
tataran implementasi kebljakqn menurut Prajudi
Atmosudlrdjofl%l) hendﬁknyo tlndakan pemerrntch horus
sesuai mengendi sasarcm yang telah dltetopkcm atau yang
dlkenol dengcm efektlwtcs (Rldwan 20]@

Ada banyak cara untuk melihat bagaimana pemerintah
menanggapi perubahan iklim. Aksi Indonesia untuk aktif di
ranah internasional terhadap persoalan perubahan iklim
dapat dilihat dari perannya sebagai salah satu negara
peratifikasi konvensi UNFCCC. Ratifikasi tersebut tertuang
dalam UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Perubahan Iklim). Selain itu, Indonesia juga mengesahkan UU
No. 17 Tahun 2004 yang merupakan buah dari ratifikasi
Protokol Kyoto pada tahun yang sama sebagai kebijakan
terkait mitigasi perubahan iklim terutama dalam mengurangi
laju pemanasan global.



Pemerintah tidak melaksanakan aturan pasal 28H ayat (1)
UU NRI Tahun 1945, dimana peraturan itu mengamanatkan
negara memberikan hak konstitusi yakni hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Selain itu, tecantum pada konteks
hak asasi manusia berupa hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat dan pengelolaan lingkungan hidup dan bersih
yang mana masyarakat Tambakrejo tidak mendapatkan
hak-hak tersebut padahal hak tersebut berlaku bagi seluruh
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yang tercantuk pada
UU PPLH (UU No. 32 Tahun 2009) Pasal 65 ayat 1 dan UU HAM
(UU No. 39 Tahun 1999) Pasal 9 ayat 3. Warga Tambakrejo
Semarang berhak untuk mendapat keadalian atas
ketimpangan hak yang mereka dapatkan dan pemerintah
harus segera menangani kasus ini sebelum dataran lain
dilahap air maupun sampah-sampah.

s -RPJPD (Rencana Pembangunan Jongkq"Panjang Doerah)

- 4.1.4 Mewujudkan tata ruang wilayah ddn infrastruktur yang
berkelon}uton yang ditandai eleh hal- hal sebcgal berlkut

I: Memngkqtnyo pengelolaan dan pendqyagunqon
sumberdaya alam dan pelestdrldn fungsi Ilngkungcm hldup
sesuai dengan daya dUkung dan dcya tamping wilayah-serta
antisipasi dampak perubdhcn iklirn. (climate change):

/4.3.1.4 Mewujudkai tata, ruutpg erayoh dan lnfrostruktur yqng
_berkelanjutan, d:pnontqskon slelelr oy NG I

1. Perencc?/gqn kebijakan dalam romgko ‘bengelolc:am
llngkung’cm hidup dan pengembangdn keglqtdn'pe\l\mdungon
dan konservasi, rehabilitasi: den pemulihan codcmgon :
sumberdqya alam don pet\ge dalian polusi serta -

| Pengembdngon kebljokkcm GntISIpCtSI perubahan iklim globol
(cllmc:te chonge) v S a
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“REKOMENDAS!
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1.Perlu adanya tindakan adaptasi melalui strategi protektif
dengan cara membangun bangunan fisik seperti tanggul
atau talut, atau alat pemecah ombak (APO). Alternatif
tindakan adaptasi tersebut perlu dilakukan karena mengingat
Kelurahan Tanjung Mas merupakan wilayah pusat
pengembangan ekonomi Semarang.

2.Perluasan wilayah pembudidayaan mangrove di Kelurahan
Tanjung Mas. Tindakan ini perlu dilakukan sebagai barrier
alami disepanjang kawasan dekat laut.

3.Pemerintah perlu melakukan relokasi pada masyarakat
yang tempat tinggalnya terkena banjir rob dan memberikan
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak mau
direlokasi.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan yang
sudah ada dalam melakukan tindakan adaptasi di Kelurahan
Tanjung Mas.



